SALINAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 96 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 38 TAHUN
2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA SUBSIDI DAN BANTUAN KEUANGAN

Menimbang

Mengingat

. a.

1.

DI KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah
pengelola dana belanja subsidi dan bantuan keuangan
sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati
Ponorogo Nomor 38 Tahun 2011, perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Bupati
Ponorogo Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi dan
Bantuan Keuangan di Kabupaten Ponorogo;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang
Nomor Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286});



10.

11.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438j;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009
tentang Pedoman Tatacara Perhitungan, Penganggaran
Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Perhitungan,
Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan
laporan  Pertanggungjawaban Penggunaan  Bantuan
Keuangan Partai Politik;

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun
2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007
Nomor 2/c);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogoe Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun
2016 Nomor 6);



12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 38 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja
Subsidi dan Bantuan Keuangan di Kabupaten Ponorogo
(Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor
38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS

PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 38 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI DAN BANTUAN
KEUANGAN DI KABUPATEN PONOROGO

Pasal |

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 38 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi dan
Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor
38) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

Bupati adalah Bupati Ponorogo.

Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang digunakan untuk
bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar
harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh
masyarakat banyak.

Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk
bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari Pemerintah
Kabupaten Ponorogo kepada pemerintah desa dan pemerintah
kabupaten/kota lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau
peningkatan kemampuan keuangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Ponorogo.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah
Kabupaten Ponorogo selaku pengguna anggaran/pengguna barang,
yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang
selanjutnya disingkat kepala SKPKD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Ponorogo.

Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang selanjutnya disebut
SKPD teknis adalah SKPD yang membidangi sesuai tugas dan
fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.



9.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang
selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai
berikut :

(1)

Pasal 3

Belanja Bantuan Keuangan dalam bentuk uang dianggarkan pada
BPPKAD dalam kelompok Belanja Tidak Langsung dalam APBD
Tahun Anggaran berkenaan.

Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan
bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari
Pemerintah Kabupaten Ponorogo kepada Pemerintah Desa dan
pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam rangka pemerataan
dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan
sepenuhnya  kepada  pemerintah desa atau  pemerintah
kabupaten/kota lainnya penerima bantuan.

Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya
diarahkan/ditetapkan olehpemberi bantuan.

Pemberi bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat
mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam anggaran
pendapatan dan belanja desa atau anggaran pendapatan dan
belanja daerah pemerintah kabupaten/kota lainnya penerima
bantuan.

Penganggaran bantuan keuangan untuk alokasi dana desa
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI PONOROGO,

ttd

Diundangkan di Ponorogo H. IPONG MUCHLISSONI
pada tanggal 30- 12 - 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO
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